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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya
secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi
dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;

bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government)
akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan;

bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan
layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-
government;

bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan
keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk
mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-
government secara nasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
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Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

Menteri;

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jaksa Agung Indonesia;

Gubernur,;

Bupati/Walikota.

- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana ter-cantum dalam
Lampiran Instruksi Presiden ini.

- Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.



KETIGA - Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dikoordinasikan oleh
Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KEEMPAT - Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

ttd
Lambock V. Nahattands
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